
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Publik 

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai 

definisi. Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, antara lain: menurut 

Dye (Dwiyanto Indiahono : 2009 : 17) kebijakan publik adalah Whatever 

government choose to do or not to do. Maknanya bahwa apapun kegiatan 

pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. 

Interpretasi dari kebijakan  tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: 

pertama,bahwa kebijakan  haruslah dilakukan  oleh badan pemerintah, 

kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan  dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah. 

Dalam buku yang sama James E. Anderson mendefinisikan kebijakan 

sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat,kelompok,instansi pemerintah) 

atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan  tertentu.Pembicaraan tentang 

kebijakan tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik 

ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum. 

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya 

dibahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (Young 

dan Quinn, 2002, sebagaimana dikutip Edi Suharto : 2010), yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang.Kebijakan publik adalah tindakan 
yang dibuat  dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang 
memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukannya. 



2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 
publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 
berkembang di masyarakat. 

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 
biasanya bukan merupakan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri 
dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai 
tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial.Namun kebijakan publik bisa juga 

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat 

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 

memerlukan tindakan tertentu. 

 Dalam konteks Program Pengembangan Kewirausahaan (PKM), 

merupakan salah satu program strategis  kebijakan dari Kementerian 

Pendidikan Nasional yang diperuntukan bagi mahasiswa di lingkungan 

perguruan tinggi. 

 Kebijakan tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah yang memang 

berwenang. Munculnya kebijakan tersebut merupakan reaksi terhadap 

masalah tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi. Program 

ini memiliki orientasi sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi 

pengangguran sarjana. 

 Di Universitas Sriwijaya program ini berada dibawah koordinasi 

Pembantu Rektor III dan seluruh Pembantu Dekan III dari masing-masing 

fakultas. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Inkubator Bisnis dan 

Kewirausahaan (P-IBK) yang berada dibawah Lembaga Pengabdian Kepada 

Masayarakat (LPM) Universitas Sriwijaya. 



 Dalam kebijakan publik  terdapat kerangka kerja. Kerangka kerja 

tersebut  ditentukan oleh beberapa variabel (Subarsono :2006 : 7-8), variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan 
dicapai apabila tujuan kebijakan semakin komplek, maka semakin sulit 
mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin 
sederhana semakin mudah mencapainya. 

2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu diipertimbangkan dalam pembuatan 
kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan 
jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang 
hanya mengejar satu nilai. 

3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan   
ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya. 

4.  Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari 
suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang dan  
terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan 
ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, 
pengalaman kerja, dan integritas moralnya. 

5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi,politik dan 
sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks 
sosial, ekonomi,politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. 

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan 
untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja 
dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top down 
approach atau bottom –up approach, otoriter atau demokrasi. 

 
 
2. Implementasi Kebijakan Publik 
 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagaimana suatu 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Anderson (1079) dalam Eny 

Haryati (2006:5), (Dalam Skripsi Mualimin : 2010) kebijakan publik bersifat 

non-self executing, yaitu kebijakan publik baru akan menimbulkan efek 

tertentu, setelah diimplementasikan. Kebijakan akan sekedar berupa impian 

atau rencana tanpa melalui tahap implementasi. Bahkan tidak tercapainya 

tujuan kebijakan seringkali berakar pada tahap implementasinya yang tidak 

sesuai dengan rencana, artinya implementasi kebijakan merupakan wujud 

konkrit suatu kebijakan,makna yang terkandung dalam kata implementasi 



adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan kearah pelaksanaan suatu 

kebijakan sehingga dapat menimbulkan hasil-hasil tertentu yang 

dikehendaki. 

 
Menurut Jones dalam bukunya  An Introduction to the Studi of Publc 

Policy, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu : 

1.Problems and demands are contantly being defined and  ready red 
fined in the policy process. 

2. Policy makers sometimes define problems for people who have not 
defined problems for them selves. 

3. Programs reguiring  intergovermental and public partisipation invite  
    variable l interpertations of purpose. 
4.Inconsistent interpretation of program purpose are often not 

resolved. 
5. Program maybe implemented without provisions for for learning    

aboufailure. 
 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan 

publik ada dua pilihan langkah yaitu , yaitu langsung  mengimplementasikan  

dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan  dari 

kebijakan publik. 

 Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas, yaitu 

dimulai dari program, ke proyek dan pada kegiatan.  

 

 

 

 

 

 



Dari buku Riant Nugroho hal 423 secara umum dapat 

digambarkan  sebagai berikut :  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.Sekuensi Implementasi Kebijakan 
(Sumber : Buku Riant Nugroho,2008). 
 

Menurut Riant Nugroho (2008: 456) pada prinsipnya ada "empat 
tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi: kebijakan. 
Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Sisi kedua kebijakan 
adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai: dengan 
karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, apakah 
kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi 
kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. 

"Tepat" yang kedua adalah "tepat pelaksananya". Ada tiga lembaga 
yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara 
pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang 
diswastakan (privatization atau contrading out).  

"Tepat" ketiga adalah "tepat target". Ketepatan berkenaan dengan tiga 
hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang 
direncanakan, apakah tidak ada rumpang tindih dengan intervensi lain, atau 
tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.. Kedua, apakah 
targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi. Sosialisasi kebijakan 
pertanian di kawasan konflik tidaklah salah, namun tidak efektif karena 
prioritas utama adalah keselamatan nyawa. Ketiga, apakah intervensi 
implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi 
kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru 
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namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama 
tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya. 

"Tepat" keempat adalah "tepat lingkungan". Ada dua lingkungan yang 
paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara 
lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain 
yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang 
disebut Calista variabel eksogen, yang terdiri atas public opinion, yaitu 
persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive 
instutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis 
dalam masyarakat. 

 

3. Model-model Studi Implementasi Kebijakan dan Faktor-faktor yang   
Mempengaruhi Implementasi Kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam 

proses kebijakan publik. Makna yang terkandung dalam implementasi 

dikemukakan oleh Jones (1984) dalam Eny Haryati (2006:8) adalah 

serangkaian aktivitas yang ditujukan kearah pelaksanaan suatu kebijakan 

sehingga dapat menimbulkan hasil-hasil tertentu.  

 Daniel Mazmania dan Paul Sabatier dalam Wahab (1997:65) 

mendefinsikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan 

kebijaksanaan dasar, biasaya dalam bentuk undang-undang, namun ada 

pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan.  Sedangkan  Van Meter dan 

Van Horn dalam Agustino (2008 :139) mendefinisikan implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan. 

 Dari definisi tersebut maka dapat diketahui implementasi kebijakan  
 
menyangkut  tiga hal yaitu : 1.. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

  2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan  3. Adanya hasil    
kegiatan 



 

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, terdapat dua 

pendekatan. Pertama pendekatan Top Down dan kedua pendekatan Bottom 

Up.Pada pendekatan  Top Down implementasi kebijakan dilakukan secara 

tersentralisasi  dari aktor –aktor pusat dan keputusannya dilakukan dari 

pusat. Bertitik tolak dari presfektif bahwa bahwa keputusan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh 

implementor di tingkat bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.  

Model Top Down adalah pola yang  dikerjakan oleh pemerintah untuk 

rakyat. Disini partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Beberapa model studi 

implementasi top down adalah sebagai berikut:  

1. Model  Van Meter dan Van Horn 
 
 Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan 

secara linear dari kebijakan publik,implementor dan kinerja kebijakan  publik. 

Beberapa variabel yang dimasukkan sebgai variabel yang mempengaruhi 

kebijakan publik adalah variabel berikut : 

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. 

2. Karakteristik agen pelaksana/implementor. 

3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. 

4. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor. 

Berikut dibawah ini adalah gambar model pendekatan yang 

dikemukan oleh Van Meter dan Van Horn. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 3.Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. 
(Sumber:  Riant Nugroho :2008)        

 
 
 
2. Model Marille S.Grindle 
 

Model pengaruh pelaksanaan pada implementasi kebijakan, Grindle 
(Wibawa, 1994:22-24). Mengatakan bahwa setelah kebijakan 
ditransformasikan  menjadi program aksi maupun proyek individual. 
Pelaksanaannya dilihat dari isi kebijakan yang mencakup : 
1.  Kepentingan yang terpengaruh 
2.  Jenis manfaat 
3.  Derajat perubahan 
4.  Kedudukan Policy Maker 
5.  Siapa pelaksananya 
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6.  Sumber daya dan konteks kebijakan .  
 
Grindle(Nawawi, 2009:141) menyatakan keberhasilan kebijakan publik 

dipengaruhi  dua variable   yaitu: isi kebijakan  dan lingkungan implementasi. 

Berikut gambar model Grindle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan yang ingin dicapai 

  Program aksi dan proyek individu  
yang didesain dan dibiaya  

           
     

Apakah program yang dijalankan 
Sepertiyang direncanakan  

 

                                                 Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Gambar  4  Model Grindle 
(Sumber : Grindle dalam Nawawi 2009) 

 

3. Model Daniel A.Mazmaniah dan Paul A.Sabatier 

         Sabatier dan Mazmanian (Nawawi, 2009: 145) menjelaskan bahwa 
keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3 kelompok 
variable yaitu : 
1. Karakteristik masalah, seperti keragaman prilaku kelompok sasaran, sifat 

populasi, derajat perubahan prilaku yang diharapkan. 

Isi Kebijakan: 
1. kepentingan yang oleh terpengaruhi 

oleh kebijakan 
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan 
3. derajat perubahan yang diinginkan 
4. kedudukan pembuatan kebijakan 
5.(siapa)pelaksana program 
6. sumber daya yang dikerahkan 
 
Konteks Implementasi: 
1. kekuasaan, kepentingan, dan 

strategi aktor yang terlibat  
2. karakteristik lembaga dan penguasa 
3. kepatuhan dan daya tanggap 
 

Hasil Kebijakan: 
1. impak pada 

masyarakat, kelompok, 
dan individu 

2. Perubahan dan 
penerimaan masyarakat 



2. Karakteristik kebijakan.Struktur manajemen program yang tercermin 
dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan 
seperti, kejelasan tujuan 

3. Variabel Lingkungan meliputih hambatan-hambatan diluar peraturan 
seperti : kondisi sosial ekonomi, perhatian pers terhadap masalah 
kebijakan, dukungan publik,  sikap dan sumber daya kelompok sasaran 
utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat 
pelaksana. 

 

4. Model G.Shabbir Cheema dan Dennis A.RondinellI 

 Menurut Shabbir dan Dennis (Nawawi, 2009 :148) model ini 
digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang 
bersifat desentralistis . Dalam model ini ada 4 kelompok varabel yang 
mempengaruhi kinerja dan dampak  suatu program, yaitu : 
1. Kondisi lingkungan 
2. Hubungan antar organisasi 
3. Sumber daya  organisasi untuk implementasi program 
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksanaan. 
 

5.. Model Implementasi Kebijakan George Edward III 

 George C.Edward III (Winarno,1989:88).\, yang dimulai dengan 
pertanyaan : “prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang 
berhasil? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward menjawab bahwa yang 
dapat mempengaruhi implentasi kebijakan ada empat indikator krusial yaitu: 
komunikasi,sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur 
birokrasi.  

Pada bukunya Implementing Public Policy (1980). George C. Edward 

III menyatakan In the next four chapters we shall attempt to answer these 

importantquestions by considering four critical factors or variablesin 

implementing public policy : communication, resources, dispositions or 

attitudes, and bureaucratic structure. 

 
 Berikut penjelasan masing-masing indikator tersebut (Nawawi, 2009 :136)  
1. Komunikasi 
 Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai 
keberhasilan,mensyaratkan agar Implementor mengetahui apa yang harus 
dilakukan secara jelas. Apa yangmenjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi 
implentasi.  

 
 



2. Sumber Daya 
 Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang sumber daya manusia 
material dan metoda. Sasaran dan tujuan serta isi kebijakan. Sumber daya  
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan  agar efektif dan efisien. 
 
3. Disposisi/Sikap 
 Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik,sikap yang 
dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen ,kejujuran,komunikatif 
cerdik dan sifat demokratis. Implementor yang baik harus memilki disposisi 
yang baik.. 
 
4. Struktur Birokrasi 
 Implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang 
penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya Standar 
Operating Prosedures (SOP). Fungsi SOP adalah menjadi pedoman bagi 
setiap implementator dalam, bertindak. 
 
 

 

    

 

 

 

 

 
Gambar 5. Model Implementasi George C.Edward III  
(Sumber: Edward  III dalam Nawawi 2009) 

 
 Pada pendekatan kedua atau Bottom Up terdapat model  

implementasi kebijakan  yang dikemukakan oleh Smith, model Richard 

Elmore, Ripley and Franklin dan Teori Pemberdayaan. 

1). Model  Proses atau alur dari Smith 

 Pada model Smith (Barito Mulyo. Tesis :2009) memandang 

implementasi sebagai proses. Model ini melihat kebijakan dari presfektif 
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perubahan sosial dan politik. Kebijakan dibuat pemerintah bertujuan untuk 

mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai 

kelompok sasaran. 

 Lebih lanjut Smith menjelaskan bahwa dalam implementasi suatu 
kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, sehingga keempat variable 
tersebut harus diperhatikan. Berikut dijelaskan variable-variabel tersebut : 

1. Ideaized Policy, yaitu suatu pola interaksi yang diidealiskan oleh 
perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan 
merangsang target group untuk melaksanakannya. Mendasari penjelasan 
tersebut maka idealized policy mengarah kepada substansi kebijakan yang 
dapat mempengaruhi objek untuk melaksanakan  suatu kebijakan. Oleh 
karena itu bagian ini memiliki dimensi kebijakan dan pola interaksi tentang 
bagaimana interaksi terjadi antara implementor dengan objek kebijakan. 
 2. Target Group, yaitu bagian dari policy stakeholder yang diharapkan 
dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh 
perumus kebijakan.Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran implementasi 
kebijakan,maka diharapkan dapat menyesesuaikan pola-pola perilaku 
dengan kebijakan yang dirumuskan. 

3. Implementing Organization. Yaitu badan-badan pelaksana yang 
bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pengertian 
variable ini maka dapat dikatakan bahwa variable implementing organization 
mengandung dua dimensi yaitu pelaksana dan organisasi.Bidang pelaksana 
membicarakan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan oleh para 
pelaksana di lapangan atau disebut juga dengan implementor,kemudian 
bagaimana para implementor tersebut diorganisasikan. 

4. Environmental Factors, yaitu  unsur-unsur di dalam lingkungan 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, 
ekonomi dan politik. 

 

2). Model Richard Elmore dan kawan-kawan. 

 Model dikemukakan oleh Richard Elmore dengan Michael Lipsky, 

Benny Hjren dan David O’Porter (dalam Nugroho :2008 :446). Pendekatan ini 

dimulai  dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses 

pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan,strategi,aktivitas dan 

kontak-kontak yang mereka miliki. 

3). Model Ripley dan Franklin 

 Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan untuk 

keberhasilan suatu implementasi (dalam  Amri Yousa 2007) yaitu : 



1. Beberapa diskusi yang membahas tentang keberhasilan suatu 
implementasi  yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan pada bagian 
birokrasi terhadap birokrasi superior atau dengan kata lain, dengan tingkat 
birokrasi pada umumnya dalam suatu mandat khusus yang diatur dalam 
undang-undang.Presfektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan 
maslah-masalah perilaku birokrasi. 

2. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya 
rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. 

3. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah 
pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari  semua program-
program yang dikehendaki. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar 
dibawah. 

 
 

 

Gambar 6.Model Ripley and Franklin 
(Sumber : Ripley and Franklin dalam Amri Yousa, 2007) 

 

3.Teori Pembangunan Kontemporer (Teori Pemberdayaan) 

Beberapa asumsi   yang mendasari teori pemberdayaan adalah 

sebagai berikut : Fakta Pertama, Keterbelakangan atau 

keterpinggiran.Diukur oleh derajat pendidikan,kesehatan,status pangan, 

status pendapatan aktivitas politik,pemenuhan papan dan akses terhadap 

informasi,hingga kepada akses pada aktivitas politik sebagai akibat 

kapitalisme  global. 

Fakta kedua, adalah ketertinggalan, diukur dari dari angka pencapaian 

sasaran indikator kemajuan yang dibandingkan secara relatif antara suatu 

kelompok dengan kelompok lain. 

Fakta ketiga, adalah kemiskinan, diukur melalui angka pendapatan 

atau pengeluaran perkapita ataupun oleh pemenuhan kebutuhan fisik 

minimun seperti pangan, sandang dan papan kesehatan,pendidikan serta 

martabat individu sebagai manusia. Fakta keempat adalah ketergantungan, 

diukur oleh derajat kebebasan dalam menentukan nasib sendiri.  

Kepatuhan Rutinitas Fungsi Hasil Program 



(http:/myfikr.wordpress.com/2010/06/16/aktor-dalampembangunan) 

 Pada penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu untuk 

menjawab masalah yang pertama yaitu, menganalisis implementasi 

kebijakan dengan menggunakan pendekatan Bottom Up yang digunakan 

oleh Richard Elmore dan kawan-kawan. Karena fenomena yang dilihat dalam 

program pengembangan kewirausahaan di Universitas Sriwijaya, Faktor 

aktor pelaksanaan dan aktivitasnya mendominasi keberhasilan pelaksanaan 

program tersebut. 

 Sedangkan untuk menjawab masalah kedua, tentang faktor 

penghambat dan faktor pendukung keberhasilan program kewirausahaan, 

digunakan pendekatan Top Down dari George Edaward III. Karena  variable 

dari Edward  tersebut lebih menekankan  pada pelaksana kebijakan dari atas 

ke bawah. 

4. Kewirausahaan  dan Program Kewirausahaan 

A. Kewirausahaan 

 Kata entrepreneurship berasal dari kata Perancis, entreprendre, yang 

berarti berusaha. Dalam konteks bisnis maksudnya adalah memulai sebuah 

bisnis. Konsep entrepreneurship (kewirausahaan) memiliki arti yang luas. 

Salah satunya, entrepreneur adalah seseorang yang 

mengorganisir,memanajemen,dan menanggung resiko sebuah bisnis atau 

usaha. Definisi entrepreneurship dari ekonom Austria, Joseph Schumpeter 

menekan pada inovasi,seperti : produk baru,metode produksi baru,pasar 

baru dan bentuk baru dari organisasi.  



Berikut adalah definisi Kewirausahaan (entrepreneurship) menurut para ahli 

adalah sebagai berikut : 

Peter F Drucker : Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda (ability to create the new and different) 

Thomas W.Zimmerer : Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan 

keinovasian untuk memecahkan permasalah an upaya memanfaatkan 

peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. 

Andrew J.Dubrin : Seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah 

usaha yang inovatif (Entrepreneurship is a person who found and operate an 

innovative business) 

Robbin dan Coulter : Entrepreneurship is the process whereby and individual 
or a group of individuals uses organized efforts and means to pursue 
opportunities to create value and grow by fulfilling wants and need through 
innovation and uniqueness,no matter what resources are currently controlled. 

 Dari definisi tentang enterpreneurship diatas terdapat  3 tema 
penting yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. The pursue of opportunities (mendapatkan peluang) 

Entrepreneurship berkenaan  dengan mengejar kecenderungan dan 
perubahan 

perubahan lingkungan yang orang lain tidak melihat dan memperhatikannya. 

2. Innovation (inovasi) 

 Entrepreneurship mencakup perubahan perombakan,pergantian 
bentuk, dan memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru, yaitu produk 
baru atau cara baru dalam melakukan bisnis. 

3.Growth (Pertumbuhan) 

 Pasca entrepreneurship mengejar pertumbuhan,mereka tidak puas 
dengan tetap kecil atau tetap dengan ukuran yang sama. Entrepreneurship 
menginginkan bisnisnya tumbuh dan bekerja keras untuk meraih 
pertumbuhan sambil secara berkelanjutan mencari kecenderungan dan terus 
melakukan innovasi produk dan pendekatan baru. 



 Istlah kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu 
yang mempelajari tentang nilai,kemampuan dan perilaku seseorang dalam 
menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai 
resiko yang mungkin dihadapinya. 
(http//www.quickmba.com/enter/definition). 

 

B.Sifat-sifat yang perlu  dimiliki  wirausahawan 

Berbagai penelitian di Amerika Serikat, untuk menjadi wirausahawan, 
seseorang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : ( BN. Marbun, 1993 :63, 
dalam  Buchari Alma 2007).1. Percaya diri. Meliputin watak kepercayaan 
(keteguhan)2. Berorientasikan tugas dan hasil.3. Pengambil resiko.4. 
Kepemimpinan 5. Keorisinilan 6.Berorientasi ke masa depan 

Selanjutnya dalam buku yang sama dapat digambarkan beberapa 
karakteristik dari kewirausahaan yang berhasil memiliki sifat-sifat yang 
dikenal dengan istilah 10 D (Bygrave,1995 : 5 ) yaitu :1. Dream,2. 
Deciveness, 3. Doers, 4. Determination, 5. Dedication, 6. Devotion, 7. Details 
8. Destiny ,9. Dolars,10.Distribute 

 
Beberapa buku referensi tentang ekonomi pembangunan, manajemen 

dan usaha kecil, kewirausahaan dikemukakan sebagai suatu konsep yang 

mendeskripsikan dan menjelaskan beberapa aspek yang bertalian dengan 

memulai usaha baru atau pengembangan usaha yang sedang dikelola. 

Untuk keberhasilan dibutuhkan penerapan kreativitas dan inovasi serta 

beberapa aspek serta beberapa karakteristik yang bersifat psikologis dari 

pengusaha sebagai pendorong. 

Diantaranya adalah a high need for achievement seperti dijelaskan 

David McClelland (Tachjan :`2005). Hal tersebut mengandung maksud dalam 

memulai dan mengelola suatu perusahaan,seorang pengusaha yang 

menginginkan perusahaannya maju dan berkembang atau tidak mengalami 

kematian,ia tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif yang 

bersifat rutin, tetapi harus melakukan pula pekerjaan yang sifatnya lebih 



kreatif dan inovatif, terutama sekali apabila perusahaannya berada dalam 

suatu lingkungan usaha yang bersifat kompetitif. 

5. Kewirausahaan Sektor Publik 

 Kewirausahaan sektor publik atau yang dikenal dengan reveinting 

goverment menunjukkan bagimana penyelesaian tugas-tugas pemerintahan 

dengan melalui mekanisme non birokrasi, tapi dengan spirit kewirausaan. 

Gerakan tersebut terlahir karena melihat kenyataan  lambatnya pemerintah 

dalam melayani publik. Sehingga dibutuhkan strategi baru dalam memenuhi 

kepuasan kebutuhan masyarakat yang dilayani. 

 Druker (1985;198) dalam Eka Imam Aminuddin ; 2005. menekankan 
bahwa lembaga pelayanan publik juga dapat mempraktekan prinsip 
kewirausahaan dan untuk itun perlu adanya kebijakan wirausaha yang 
mampu melakukan inovasi antara lain : 

1). Misi lembaga pelayanan publik harus didefinisikan dengan jelas. 
Lembaga pelayanan publik harus diarahkan pada sasarannya bukan 
pada program dan proyek. Program dan proyek harus selalu dianggap 
sebagai kegiatan sementara. 

2). Lembaga pelayanan publik memerlukan pernyataan yang realistis 
mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lembaga pelayanan publik 
memerlukan sesuatu yang dapat dicapai dengan murni dan oleh karena 
itu harus ada sebuah komitmen terhadap sasaran yang masuk akal. 

3). Tujuan harus lebih bersifat ekonomis daripada moral. 

4). Mengembangkan pencarian yang konstan atas peluang inovatif didalam 
kebijakan dan prakteknya. Setiap lembaga pelayanan publik harus 
mampu melihat perubahan sebagai suatu peluang dan bukan sebagai 
suatu ancaman. 

 

5. Program Kewirausahaan Mahasiswa 

Program kewirausahaan mahasiswa (PKM) di Universitas 

Sriwijaya secara melembaga  berada dalam suatu Pusat Inkubator 

Kewirausahaan, baru dimulai tahun 2009. 



 Tujuan Program Kewirausahaan Mahasiswa Unsri adalah sebagai 
berikut  

1. Meningkatkan partisipasi dan peran mahasiswa Universitas Sriwijaya 
dalam program pengembangan wirausahaan di Indonesia. 

2. Mengantarkan mahasiswa dan dosen untuk mendirikan serta 
mengelola  usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. 

3. Memanfaatkan teknologi unggulan hasisl-hasil penelitian menjadi 
suatu produk yang siap dipasarkan atau bentuk usaha komersial 
lainnya. 

Hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Terbentuknya unit-unit usaha yang berbasis pada pemanfaatan 
teknologi unggulan yang dikelola secara ekonomis dan berkelanjutan 
secara bersama oleh mahasiswa oleh mahasiswa dan dosen 
Universitas Sriwijaya. 

2. Terbentuknya model pengembangan dan pembinaan kewirausahaan 
mahasiswa yang baik di Universitas Sriwijaya. 

3. Terciptanya sejumlah wirausahawan muda lulusan Universitas 
Sriwijaya. 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut atas dasar surat tugas Nomor 

0801/H9/KM.Kep/2009 tentang sosialisasi  dan penyusunan proposal 

Kewirausahaan  Mahasiswa dan  SK Rektor No.0800/H9/KM.Kep/2009 

tentang pembentukan dan pengangkatan panitia kewirausahaan Universitas 

Sriwijaya. Adapun tugas pengembangan kewirausahaan meliputi  hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Mensosialisasikan kegiatan kepada para dosen dan mahasiswa di   
lingkungan Universitas Sriwijaya 

2. Melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan bersama dengan para 
Pembantu Dekan III. 

3. Menyalurkan dana kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur yang ditetapkan. 

4. Melakukan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan oleh dosen 
yang ditetapkan. 

5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan 
dan prosdur yang ditetapkan.  

 

 

 

 



B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang selesai dilakukan dan 

dijadikan acuan bagi peneliti  lain. Menurut Arikunto (1998:40) terdapat 3 

manfaat penelitian terdahulu yaitu : 

1. Peneliti terdahulu dapat memperjelas masalah. 

2. Menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian yang sudah dilakukan 

3. Mengetahui apa sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian serupa dan 

bagian mana dari permasalahan yang belum terpecahkan . 

  Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah 

penelitian saudara Barito Mulyo Ratmono (Tesis : 2009) dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Community Policing dalam kegiatan Forum 

Kemitraan Polisi dan masyarakat di Wilayah kepolisian sektor ilir Timur I Kota 

Palembang .” 

 Pada penelitian ini proses implementasi kebijakan community policing 

oleh polsek melalui anggota Babinkamtibmas mengalami berbagai  kesulitan. 

Akibatnya pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat hanya 

bersifat formalitas dan pola kemitraan yang terjalin dalam forum tersebut 

hanya bersifat semu.  

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

denganmenggunakan paradigma fenomenologis.Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam,observasi, pemeriksaan dokumen dan studi 

kepustakaan. Sedangkan proses analisis datanya melalui cara reduksi data, 

sajian dan menarik kesimpulan. 

Setelah memperhatikan model implementasi kebijakan dari Smith yang 

bersifat bottom Up dan model implmentasi dari George C Edward III yang 



bersifat top down, ternyata ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor 

pendorong dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan 

community policiang yang dilakukan oleh Polsek Ilir Timur I Kota Palembang. 

Disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan community policing dari 

tingkat Markas Besar Polri sampai ke Polda-polda harus menggunakan 

pendekatan top down sedangkan dari Poltabes sampai ke Polsek dan 

pelaksana langsung kebijakan yaitu anggota Babinkamtibmas harus 

menggunakan pendekatan bottom up. Jika kondisi tersebut tercapai maka 

diharapkan jalinan kemitraan antara polisi dan masyarakat bersifat 

mutualistik. 

Penelitian ini ada persamaan dengan kajian tesis peneliti, sama-sama 

meninjau dari dua model pendekatan implementasi kebijakan. Hanya saja 

peneliti melihat kebijakan dalam bentuk program. 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat untuk menjelaskan 

tentang kewirausahaan mahasiswa sebagai suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan secara nasional.   Kemudian diteruskan pada perguruan-

perguruan tinggi yang ada di Indonesia, termasuk universitas Sriwijaya. 

Melalui SK Rektor No.088/H9/KM/Kep/2009 dibentuklah panitia 

kewirausahaan mahasiswa Unsri untuk melaksanakan program 

pengembangan kewirausahaan mahasiswa Unsri. Dalam kerangka 

pemikiran ini program kemahasiswaan mulai dikaji untuk menjawab rumusan 

masalah. 



Ada dua model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan. 

Pertama pendekatan bottom up menggunakan model  Smith . Model ini 

dipakai untuk mengetahui implementasi program kewirausahaan mahasiswa 

Unsri. Pada model ini menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:  menjadikan kebijakan yang ideal, 

sasaran kelompok, organisasi pelaksana dan faktor-faktor lingkungan.  

Model pendekatan Top Down menggunakan model dari Edward III 

yang mengukur keberhasilan implementasi Kebijakan dari 4 variabel, yaitu 

komunikasi, sumber daya, birokrasi dan disposisi. Pendekatan ini untuk 

menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu, faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi program kewirausahaan mahasiswa Unsri. 

 Gabungan kedua model tersebut akan didapat  model alternatif yang 

tepat untuk program pengembangan kemahasiswaan Unsri.  Gabungan ke 

dua  model tersebut untuk menjawab rumusan ketiga, yaitu : Bagaimana 

model alternatif yang tepat untuk program kewirausahaan mahasiswa Unsri.   

Dibawah ini gambar model alternatif program pengembangan kewirausahaan 

mahasiswa Unsri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 7. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Top Down (Model George C. Edward) 
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Bottom Up (Model Alur Adam Smith) 
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a). Terbentuknya unit-unit usaha  
yang berbasis pada pemanfaatan 
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